
BUPATI TANA TORA.IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA.'A

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TANA TORA.'A,

a. bahwa insentif pemungrrtan pajak dacrah dan retribusi daerah

diberikan untuk meningkatkan kinerja aParatur instansi
pelaksana dan pihak lain yang membantu pemungutan pajal(

daerah dan retribuei daerah, 8€rta meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal f71 Undang-UtrdaJrg

Nomor 28 Tahun 20O9 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah scrta menindaklanjuti Peraturan Pemerin
Tahun 2O1O tcntang Tata Cara Pemberian dan
Insent.if Pemungutan Pajak Dae.ah dan Retribusi, yang

mengaruanatJ<r m bahwa instansi yang mcLaksanakan
pemungutan prjak dan r€tribusi dapat diberi inscntif atas daEar

pencapaiarr kinerja tertentu;

c. bahwa sehubungan dengan ditetapkamya Peraturar Daerah '
Kabupaten Tana Toiqia Nomor 10 Tahun 2016 t "t6flPeilbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah, ada bcbcrapa/
peralgkat daerah berubah sehingga Peraturan Bupati Tanar

Torqja Nomor 37 Tahun 2015 tcntEng Tata Cara Pemberial dart

Pemanfaatan Inscntif Peurungutan Pajak daerah dal Retribusi
Daerah perlu digarti;

d. bahwa berdasarkar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruI a, huruf b, dan hunrf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentant Tata Cara Pemberian darl Pema aatan Ins€ntif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tah

Anggaran 2017;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (I€mbaran Negara

Republik Indoneeia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l'embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

tah Nomor 69

W
Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajar. Daeral
dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lmbaran Negara republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintalan
Daerah (I€mbaran Negar.a Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagAirhara tel,aI diubal beberapa kdi, teralhi!
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unda.ng Nomor 23 Ta}Iurr 2014
tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5579);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentarg Tata Cara
Pembcrian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161); t

5. Peraturaj] Menteri DalarD Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terrtallrg,/ -
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaim ana te r;{
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tah'.m 2011 ter tang Perubahan Kedua at€.s
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedomaa Pengelolaan Keuangal Daerah;

6. Peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1O Tahun 2016 /
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah l(abupatcn Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tarla}r dan Bangunan
(Lcmbarajl Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor
2l;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 ?a-hun 2011
tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan lrgam
dan Batuao, Pajak Paiki! dan Pajak Air Tana.l-, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengal Peraturan Daerah
Kabupaten Tana Torqia Nomor 6 Tahun 2014 tentarg Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pqjak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajal Reklame,
Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam danO
Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah; ,A

lo.Peraturan Daerah Kabupaten TaIa Torqia Nomor 6 Tahun 2O11
tentang Retribusi Jasa Umum (l,embaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Taiun 2011 Nomor 6), sebagaimana telah diubah
dengaa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5
Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 teutang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Torqia Talun 2014 Nomor 5);
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11. Peraturan Daera-h Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (tembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2O11 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2O11
tentang Retribusi Perizinal Tertentu (l,embaran Daerah
Kabupaten Ta-1a Toraja Tahun 2O1 1 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor
3);

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Talun 2016
tentang Anggaaan Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

2. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;

MENETAPKAN PERATURAN BUPATI TANA TORA.'A TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PA.'AK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN
20t7.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengart :

1. Daerah adalal Kabupaten Tarra Toraja.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja aebagai unsur'
Pcmerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaal urusarr pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adia-h Bupati Tana Toraja.

4. Walil Bupati adalah Walcil Bupati Tarta Toraja.

5. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Xabupaten Tana Toraja.

6. Orgarrisasi Pemngkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perargkat Daerah Kabupaten Tana Torqia,€ng melakeanal€n pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daera} scsuai dengal p€raturan perundang--
undanga'.. &

7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan fungsi
penunjang bidang keuangan sub bidang Pendapatan.

8. PihaL lain adalah pihak yang membantu Perangkat Daerah Pemungut pajak
daerah dan retribusi daerah.

MEMUTUSI(AN :



9- Insentif pemungutan p4ja-k daerah dajr retribusi daerah yang selanJutrrya

disebut Insentif adalah tambahan penghasiftm yang diberikan sebagai

penghargaan atas kinerja tertentu dalam meta.Lsana}alr pemungutan pajak

dan retribusi.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yarrg bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dal diguna-kal unh:k keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran ralgrat.

11. Retdbusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. I
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun an dato I

objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan ksarnya pajak atau retnbusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan.

Pasal 2

Pemberian dan p€manfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan

-+

Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaral, dan

disesuaikar denga-n besarnl'a tanggung jawab, kebutuhan, serta ka-ra-kteristik dan
kondisi objektif Daerah.

BAB II

INSEI.ITIF PEMUNGI,,TAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

(21

(1) Iasentif diberiksn kepada OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah atas dasar pencapaiai kincrja Grtentu dalam
melaksanaka! pemungutal Pajet< Daerah dan Retribusi Daerah.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan
kepada:
a. pejabat dan pegawai OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah

dan Retlibusi Daerah sesuai dengan taJrggungjawab masing-masing;

b. Bupati darr Wakil Bupati scbagai pcnanggung jawab pengelolaan

Daerah;

c. Selcetaris Daerah setraku koordinator pengelola€n keuangan daerah; dan

d. pihak lain yang membantu OPD j'ang melaksanakan pemungr-rtaa Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pemberian insentd kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dan huruf c dapat diberikan
dalam ha1 belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daeratr.

keuanperr'h
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Pansl 4

(1) OPD pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif

apabila mencapai kincrja tertontu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
meningkatkaa :

a. kinerja OPD;

b. semangat kerja baai pejabat dan pegawai OPD;

c. pendapa.tan Daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibayarkan setiap

triwutan pada awal triwular berikutnya.

(a) Dafam ha1 target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, lnsentif untuk
triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah

mencapai target kinerja triwular yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan

t€rcapei, tidak meobatalkan Inscntif yang sudah dibayarkan unhrk
sebelumnya.

Pasa.l 5

Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai

berikut:

a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);

b. sampai dcngal triwulan II : 400/6 (empat puluh Perscn);

c. sampai dengan triwulan III : 75% (hrjuh pufuh Uma perEcn); dan

d. sampai dcnAan triwulan IV : 10@6 (Ecratus pcrEcn).

Baaian Kedua

Sumber lnscntif

Passl 6

Bagian Kaiga

Besaran Insentif

Pasal 7

(1) Inseotif pemungut8n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetaPkan sebesar 5

% (lima persen) dari rencana penerimaan Pqlak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah darl Retribusi
Daerah.

(2) Besarar Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran P€ndapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daersh dan RetribuBi Daerah scauai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lh
:--1
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(3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada a5,.at (1) dibagikan secara
proporsional dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bupati dan Wakil Bupati sebesar 14 o/o (ernpat belas persen) dari bagian
Insentif pemungutan Pajak Daerah dan-Retribusi Daerah;

b. Sekretaris Daerah sebesar 5 o/. (lima persen) dari bagian Insentif
pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Bapenda sebesar 8 % (delapan persen) dari bagian Insentif pemungutan
Pajak Daeral dan Retribusi Daerah; dan

d. OPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebesar 73 o/o ( Tujr.rh Puluh Tiga) dari realisasi penerimaal masing-masing
antara lain :

1. Dinas Kesehatan

2. Dinas PU dan Penatasn Ruang

3. Dinas Perhubungan

4. Dinas Pariwisata /
5. Dinas Penanaman Modal dan Perisinan Terpadu Satu Pintu

6. Sekretariat Daerah

7. Badan Pendapatan Daerah

8. Dinas Pertanian

9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

(2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam bclanja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkal jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif Pemungutan Pajak

dan rincian obyek belanja Pajak.

(3) Penganggaran Insentjf Pemungutan Retribusi Daerah sebagairnana dimaksud
pada ayat (1) dikelompokkan kc dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
berdasarkan jenis belanja pegawai, otryek belanja Insentif Pemungutan
Retribusi dan rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8 /
Penerima pembayaran Inscntif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 dan/--
besarnya pemhayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (q
ditetapkan dengan Keputu8an Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PEI,A(SANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Kepala OPD pemungut Pajak Daeral, dan Retribusi Daerah menlrusun
p.ngrrrgga.a. Insentif p€mungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daera}^^
berdasarkarr ketentuan dalam Pasai 7' '?

I
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Pasal lO

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada a*hir.tahurr
anggaran telah dicapai atau terLampaui, pembayaran Insentif belum dapat
dilakukan pada tahun anggara, r berkeoaan, pembayaran insentif diberikan pada
tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturarr
perundangundangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini muLai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak daeral dan retribusi Daeral (Berita Daerah Kabupaten tana
Toraja Tahun 2O15 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa-l 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut
sejak tanggal I Januari 2017.

Agar eetiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan peraturatr
Bupati ini dengan pencmpat€nnya daldxr Bcrita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Diundangkan di
pada tanggat I lYeqbr q0
PIh. SEKRE?ARIS KABUPATEN TANA TORA.'A,

SEMUEL BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORA.'A TAHUN 2017 NOMOR 2/

Pasal 1 1

Pertanggungja$'aban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.


